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P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Pps

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  persidangan  majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  umah  tangga,

pendidikan  Strata  I,  bertempat  tinggal  di  -----------------------------,

Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di ---------------------------------,

Kota Banjarmasin, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal

11 Januari 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang

Pisau nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil-dalil

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  04  Sya’ban  1433  H  (24  Juni  2012),  telah

dilangsungkan  perkawinan  yang  sah  berdasarkan  agama  Islam,  yang

kemudian  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatatan  Nikah  pada  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Kahayan Hilir sebagaimana ternyata dari kutipan Akta

Nikah  No.  ------------------- tanggal  24  Juni  2012.  Sehingga  karenanya
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Perkawinan  tersebut  adalah  SAH  menurut  hukum  agama  dan  sesuai

ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Tergugat

dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di -----------------

Kota Banjarmasin;

3. Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;

4. Bahwa  sejak  bulan  Agustus  2015  hingga  saat  ini  Tergugat  selalu

berselingkuh dan tidak mau berubah;

5. Bahwa  namun  demikian,  Tergugat  yang  ringan  tangan  kepada

Penggugat,  sehingga  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  mulai  mengalami  pasang  surut  yang  ditandai  dengan  sering

terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-

kadang  pertengkaran  timbul  dan  dipicu  oleh  persoalan  kecil  berupa

perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  berupaya sekuat  tenaga  untuk

menyelesaikan  setiap  perselisihan  yang  terjadi  antara  lain  dengan

melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat,

namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil,  karena  perselisihan  diantara

Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

7. Bahwa  upaya-upaya  konsultasi  dan/atau  nasehat  sebagaimana

Penggugat uraikan pada butir  6 diatas, semata-mata Penggugat lakukan

untuk  mempertahankan  ruamh  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat

yang telah berlangsung selamat ± 5 (lima) Tahun;

8. Bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

mungkin dapat  dipertahankan lagi  karena kehidupan sehari-hari  dirumah

tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan

kesalahpahaman,  puncaknya  sejak  bulan  April  tahun  2017  Penggungat

pergi meninggalkan rumah Tergugat yang menjadi kediaman bersama;

9. Bahwa  dengan  tidak  dapat  dipertahankannya  lagi  kehidupan  rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi
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Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

10. Bahwa  keputusan  untuk  mengakhiri  ikatan  perkawinan  telah

Penggugat  bicarakan  dengan  Tergugat  dan  telah  pula  diketahui  oleh

keluarga besar masing-masing;

11. Bahwa sesuai  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  No.  1  tahun

1974, tentang Pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antaran seorang pria  dengan

wanita  sebagai  suami  istri  denga  tujunan  membentuk  keluara  (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut

diatas  dikaitkan  dengan  keadaan  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perawinan tersebut sudah tidak

ada lagi  didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,  dimana

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  terlihat  telah  mengandung  cacat

dalam  pelaksanaannya,  sehingga  dengan  demikian  untuk  apalah

perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa,  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka

Penggugat mohon kepada Wakil  Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau

melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,  mohon kiranya untuk

berkenan  menerima,  memeriksa,  mengadili  serta  memutuskan  sebagai

berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat) putus;

3. Minta  nafkah  kedua  anak  Penggugat  yaitu  -------------------------

sebesar Rp 3.000.000,- per bulan dari nafkah tersebut diberi kenaikan

tiap tahun 10% ;

4. Hak asuh kedua anak tersebut berada di tangan Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;
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Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aeque et bono);

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita

acara  panggilan  tanggal  26  Februari  2019  dan  tanggal  5  Maret 2019  yang

dibacakan di  depan sidang Tergugat telah dipanggil  secara resmi dan patut,

juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memberikan  nasihat  kepada

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  selama  persidangan  tidak  hadir,

maka  amanat  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dibacakan  gugatan  Penggugat  yang

pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir

dipersidangan,  maka  tidak  dapat  didengar  jawaban  dan  bantahan  Tergugat

terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan  surat bukti berupa fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah

nomor  ----------------------------,  tertanggal  27 April  2016, yang dikeluarkan oleh

Kepala  Kantor  Urusan Agama Kecamatan  Kahayan Hilir,  Kabupaten Pulang

Pisau,  yang  telah  dilakukan  pemeteraian  kemudian  berdasarkan  Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan

dengan aslinya (bukti P);

Menimbang,  bahwa  selain  surat  bukti,  Penggugat  mengajukan  bukti

saksi  –  saksi yang  telah  mengucapkan  sumpah menurut  agamanya  dan  di

persidangan  telah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:
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1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di ------------------------------------------------, Kab. Pulang Pisau;

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

 Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal

di rumah milik Tergugat di Banjarmasin;

 Bahwa  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mempunyai dua orang anak, dan kedua orang anak tersebut diasuh oleh

Penggugat;

 Bahwa  setahu  saksi  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat

rukun-rukun saja namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak

rukun lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  setahu  saksi  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri  Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  sering  melakukan  musyawarah

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil

karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

 Bahwa sejak  bulan  April  2017 antara  Penggugat  dan Tergugat

tidak  tinggal  satu  rumah  lagi,  Penggugat  pulang  ke  rumah  orangtua

Penggugat  karena  tidak  tahan  lagi  dengan  sikap  dan  tingkah  laku

Tergugat selama membina rumah tangga;

 Bahwa  selama  pisah  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tidak saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;

2. Saksi  II,  umur  52 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  Sekolah  Lanjutan

Tingkat  Atas,  pekerjaan Ibu  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di

---------------------------Kab. Pulang Pisau;

 Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

 Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal

di rumah milik Tergugat di Kota Banjarmasin;
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 Bahwa  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mempunyai  dua orang  anak,  dan kedua orang anak tersebut  diasuh

oleh Penggugat;

 Bahwa  setahu  saksi  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat

rukun-rukun saja  namun  sejak  lima  tahun  terakhir  rumah  tangga

mereka tidak rukun lagi karena mulai sering terjadi perselisihan;

 Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan adalah Tergugat telah

berselingkuh dengan wanita lain;

 Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  sendiri

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  sering  melakukan  musyawarah

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil

karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

 Bahwa sejak  bulan  April  2017 antara  Penggugat  dan Tergugat

tidak  tinggal  satu  rumah  lagi,  Penggugat  pulang  kerumah  orangtua

Penggugat  karena  tidak  tahan  lagi  dengan  sikap  dan  tingkah  laku

Tergugat selama membina rumah tangga;;

 Bahwa  selama  pisah  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tidak saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;

 Bahwa saksi mohon agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat

segera diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-

alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang,  bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan

yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir
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menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang

sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu

Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Tergugat  telah  dengan  sengaja  tidak

mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka

Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan

tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  upaya  damai  melalui  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  namun  demikian

bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor

50  Tahun  2009  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  pihak  yang

berperkara  dengan  cara  menasehati  Penggugat  untuk  rukun sebagai  suami

isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara

verstek, namun oleh karena perkara  a quo mengenai sengketa perkawinan /

perceraian,  berdasarkan  Pasal  27  Ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan

sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus

diteliti  terlebih  dahulu  apakah  gugatan tersebut  berdasar  kepada  ketentuan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan  dasar hukum dalam

mengajukan  perceraian  dan apakah  antara  suami  isteri  yang  bersangkutan

tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang,  bahwa  gugatan  perceraian  yang  diajukan  Penggugat

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat  telah melangsungkan perkawinan

dengan  Tergugat  secara  Islam  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  telah

memenuhi  maksud  Pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  alasan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang
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sifatnya  terus  menerus  sehingga  berkenaan  dengan  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai

pihak  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat  sebagaimana  diatur  dalam   Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7  Tahun 1989  sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor

50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat  secara formal dapat diperiksa

lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat pada  pokoknya  adalah

menuntut Tergugat  menjatuhkan talak satu  ba’in sughra  terhadap  Penggugat,

karena  semenjak  bulan  Agustus  2015  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

karena Tergugat telah berselingkuh dan tidak mau berubah dan Tergugat juga

ringan  tangan  terhadap  Penggugat  sehingga  sejak  bulan  April  2017

Penggagat  tidak  tahan  lagi  dan  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama  hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

pedulikan lagi baik lahi maupun bathin;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang

diajukan Penggugat  adalah bukti  otentik  yang bermeterai  cukup,  dan cocok

dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  perkawinan

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

dan  materiil.  Oleh  karena  itu  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan  yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  pokok

permasalahan  perkara  ini  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  pokok

permasalahan  perkara  ini  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat telah  memberikan

keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi I menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis sampai tahun 2015, akan tetapi setelah itu keadaan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis;

- Penggugat  dan  Tergugat  dikaruniai  dua  orang  anak  yang  sekarang

diasuh Penggugat;

- Saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  sendiri  perselisihan  dan

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Penyebab  perselisihan  yang  terjadi  antara  Penggugat  dan  Tergugat

selama ini adalah karena permasalahan Tergugat suka berselingkuh dengan

perempuan lain;

- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  2  (dua)  tahun,  dimana  yang  terlebih

dahulu  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Penggugat  atas

keinginannya sendiri  karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah

laku Tergugat selama membina rumah tangga;

- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang

lainnya;
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- Selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak

berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis saja, akan tetapi sejak lima tahun terakhir ini keadaan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis;

- Penggugat  dan  Tergugat  dikaruniai  dua  orang  anak  yang  sekarang

diasuh Penggugat;

- Saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  sendiri  perselisihan  yang

terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Penyebab  perselisihan  yang  terjadi  antara  Penggugat  dan  Tergugat

adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat atas

keinginannya  sendiri  pulang  kerumah  saksi  karena  sudah  tidak  tahan

dengan sikap dan tingkah laku Tergugat selama membina rumah tangga;

- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang

lainnya;

- Selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan

cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan  saksi-saksi

tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam

perkawinan sah yang menikah tanggal 24 Juni 2012 berdasarkan Duplikat

Kutipan Akta Nikah nomor ------------------------- tertanggal 27 April 2016 yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kahayan  Hilir,
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Kabupaten  Pulang  Pisau  dan  telah  dikaruniai  dua  orang  anak  yang

sekarang diasuh Penggugat;

 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis sampai  dengan tahun 2015,  akan tetapi  setelah itu

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Tergugat  telah  berselingkuh

dengan perempuan lain;

 Bahwa, sampai  dengan saat ini  antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana yang

terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat

atas  keinginannya  sendiri  karena  sudah  tidak  tahan  dengan  sikap  dan

tingkah laku Tergugat selama membina rumah tangga;

 Bahwa,  selama  ini  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  pernah

berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat

kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat

dengan  dalil  sebagaimana  tercantum dalam gugatan,  maka  dari  fakta  yang

terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai

berikut: 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya

dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan,  setelah  pengadilan  yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan kedua belah pihak,

dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  yang  dapat  dijadikan  dasar/alasan  dalam  mengajukan

perceraian,  diatur  dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975  tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di

atas,  terdapat  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  terjadinya

perceraian yaitu:
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- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;

- Adanya  alasan bahwa antara  suami  isteri  itu  tidak  akan dapat  hidup

rukun sebagai suami isteri;

Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  akan

dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang

terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu

kesimpulan  apakah  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim  selama persidangan telah  berusaha

menasihati  Penggugat agar  rukun  lagi dengan  Tergugat,  akan  tetapi  usaha

yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.  Dengan demikian

unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal

19  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun  1975 dan  Pasal 116 Kompilasi

Hukum  Islam,  dihubungkan   dengan   alasan Penggugat  dalam  gugatannya,

Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi  Hukum  Islam yaitu  “Antara suami  dan isteri

terus-menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran,  sehingga gugatan  Penggugat

telah  mempunyai  cukup  alasan  sesuai  dengan  Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis.Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya

“permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup
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jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu”;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran,  sesuai  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor

38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan

dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga  (broken marriage).

Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang

bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran,  akan

tetapi  yang  terpenting  adalah  mengetahui  keadaan  senyatanya  yang  terjadi

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi  Penggugat, maka oleh

Majelis  Hakim  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  penyebab  keretakan  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil  dan berpengaruh

bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga /  orang dekat

Penggugat  yang  merangkap  sebagai  saksi  Penggugat,  pada  pokoknya

menyatakan  bahwa  keluarga  /  orang  dekat  telah  berupaya  menasihati  dan

merukunkan Pengguga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,

dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

harapan  untuk  hidup  rukun  lagi,  sehingga  tujuan  perkawinan  sebagaimana

dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam yaitu  untuk  menciptakan rumah tangga yang

bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian

unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga

seperti itu di mana selama kurun waktu 2 (dua) tahun antara Penggugat dan

Tergugat tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak

lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja

makan  sebagaimana  layaknya  kehidupan  suami  isteri  yang  harmonis  serta

tidak  saling  perdulikan  dan  saling  urus  lagi,  maka  telah  terbukti  adanya

keretakan antara  Penggugat  dan Tergugat  yang sulit  diperbaiki,  serta  tekad
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Penggugat  untuk  bercerai  dari  Tergugat,  yang  menurut  anggapan  hukum

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,

apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan

yang  akan  dicapai,  melainkan  besar  kemungkinan  akan  menimbulkan

kemudhoratan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  oleh  karena  itu  gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam, dari  sebab antara Penggugat  dengan Tergugat  selama dalam

perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh

talak ba'in sughra;

Menimbang,  bahwa  disamping  menuntut  cerai  dengan  Tergugat,

Penggugat  dalam petitumnya juga menuntut  hak asuh (hadhonah) terhadap

kedua anak yang bernama Al Rais Mahadika Ibrahim bin Oscar Aditya Ibrahim

dan Arfa Ibrahim bin Oscar Aditya Ibrahim dibawah hadhonah Penggugat dan

juga nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta

rupiah)/ bulan, namun dalam posita gugatan Penggugat, tidak menjelaskan dan

membahas  alasan-alasan  yang  menjadi  dasar  atau  alasan  hukum  bagi

Penggugat  untuk  menuntut  dan  menjadikannya  sebagai  salah  satu  pokok

tuntutan  dalam  petitum  surat  gugatan  Penggugat,  sehingga  Majelis  Hakim

menilai tuntutan Penggugat mengenai hak hadhonah dan nafkah anak adalah

Obscuur  libel atau  tidak  jelas,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  menyatakan

bahwa tuntutan Penggugat mengenai hadhonah dan nafkah anak tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  07  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah

diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  03  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  perkara  ini  mengenai

sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan  Agama  Pulang  Pisau  pada  hari  Selasa  tanggal  12  Maret  2019

bertepatan  dengan  tanggal  5  Rajab  1440  Hijriyah,  oleh  kami  Sri

Roslinda,  S.Ag.,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Mohammad.  Anton  Dwi

Putra, S.H., M.H, dan Mulyadi, Lc., M.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh Ketua

Majelis  tersebut,  dengan  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota,  dibantu  oleh

Hj.  Mardiana Indah,  S.Ag.  sebagai  Panitera  Pengganti  dengan dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mulyadi, Lc., M.HI.

Panitera Pengganti,

                                            Hj.Mardiana Indah, S.Ag.
Perincian biaya perkara :
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1. Biaya Pendaftaran Rp.     30.000,00

2. Biaya Proses Rp.     50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp.   325.000,00

4. Redaksi Rp.       5.000,00

5. Materai Rp.       6.000,00

Jumlah Rp.   416.000,00

 (empat ratus enam belas ribu rupiah)
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